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LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN




KONDISI EKSISTING LALU LINTAS JALAN
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Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pibadi mengakibatkan
penggunaan ruang jalan tidak efektif & efisien sehingga mengakibatkan
kemacetan lalu lintas (traffic congestion)







PERTUMBUHAN KENDARAAN

BERMOTOR

Pertumbuhan Sepeda
Motor selama tahun
2011 s/d 2015 adalah
41,86%;

Pertumbuhan Mobil

selama tahun 2011 s/d
2015 adalah sebesar
36,5%;

Di tahun 2015, proporsi
sepeda motor mencapai
lebih dari 75% terhadap
total kendaraan.

Tingkat Pertumbuhan Kendaraan Bermotor
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TREN DI PERKOTAAN

RATA-RATA
KOTA RASIO JALAN KECEPATAN
(km/h)

JABODETABEK 1.92% 19 0.84
DKI Jakarta 5.42% 10-20 0.85
Bogor 0.54% 15.32 0.86
Tangerang 1.21% 22 0.82
Bekasi 0.72% 21.86 0.83
Depok 2.62% 21.4 0.83
Surabaya 9.47% 21 0.83
Bandung 14.63% 14.3 0.85
Medan 11.24% 23.4 0.76
Palembang 7.30% 28.54 0.61
Semarang 10.09% 27 0.72
Makasar 10.04% 24.06 0.73

JALAN NASIONAL WILAYAH PERKOTAAN ???




PERMASALAHAN DI BIDANG
LALU LINTAS

PERHUBUNGAN DARAT




PERMASALAHAN DI BIDANG LALU LINTAS JALAN

Rendahnya kepedulian masyarakat dalam
masalah ketertiban lalu lintas jalan

Belum tersusunnya database fasilitas
keselamatan jalan nasional

http://www.simlalin-hubdat.web.id

Masih kurangnya inisiatif Pemerintah Daerah
untuk mengajukan permohonan Andalalin di
jalan nasional




PERMASALAHAN DI BIDANG LALU LINTAS JALAN
TEKNIS

Belum terpenuhinya jumlah perlengkapan jalan
yang berkeselamatan (jalan nasional, provinsi,
kabupaten/kota)

B Beberapa pemasangan perlengkapan jalan yang
&= belum memenuhi Spesifikasi Teknis

Sinkronisasi dan koordinasi antara BPTD dan
BPJN dalam hal pembangunan perlengkapan

jalan di daerah L
B %

Minimnya Penetapan Alur Sungai




PERMASALAHAN DI BIDANG LALU LINTAS JALAN

SDM &
KELEMBAGAAN

Minimnya SDM yang memiliki Kompetensi di g

bidang Lalu Lintas 2@ 4
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Dukungan Pemerintah Daerah dalam
penganggaran pembangunan lalu lintas




APAKAH BUPATI/WALIKOTA BOLEH MELAKSANAKAN SEBAGIAN MRLL DI JALAN NASIONAL?

Pasal 5 PM No.96 Thn 2015 ttg Pedoman Pelaksanaan Kegiatan MRLL

(1) Pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional yang berada di
Kota dan Ibukota Kabupaten dapat dilakukan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat
persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

(2) Pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional yang berada di
Provinsi DKI dapat dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal

Perhubungan Darat.

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

\

-
PERENCANAAN

= |dentifikasi masalah lalu lintas
= |nventarisasi dan analisis situasi
N arus lalu lintas )

*) PJ yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan




PROFIL LALU LINTAS
PERHUBUNGAN DARAT




POSISI PERLENGKAPAN JALAN SAAT INI

PANJANG JALAN INDONESIA
488.181 KM

TELAH DITANGANI BELUM DITANGANI
1.322 RUAS 1.859 RUAS

Dari total 3.181 ruas Jalan Nasional, masih ada 1.859
ruas jalan yang belum ditangani (58%)




PEMBANGUNAN ATCS DI INDONESIA (APBN)

Pengembangan ATCS di Indonesia sudah tercantum dalam Renstra Kemenhub Tahun 2015-2019

MALUKU UTARA (2 Lokasi)
v’ Sofifi
v Ternate

SULUT (2 Lokasi)
v Manado
v/ Bitung

SULTENG (1 Lokasi)
v Palu

GORONTALO (1 Lokasi)
v’ Gorontalo

KALTARA (1 Lokasi)
v Tarakan

BABEL (1 Lokasi)
v/ Pangkal Pinang

RIAU (1 Lokasi)
v’ Pekanbaru

SUMUT (1 Lokasi)
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JABAR (4 Lokasi)
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MALUKU (1 Lokasi)

v’ Kendari

v’ Ambon
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BALI (1 Lokasi)
v'Tabanan
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SULSEL (1 Lokasi)
v Makassar

v/ Bandung

v’ Depok
v/ Tasikmalaya
v Cirebon

\Z
JATENG (8 Lokasi)
v’ Semarang

v Ungaran

v/ Banyumas

v Klaten

v/ Magelang

v Salatiga

v’ Pekalongan

v/ Sragen

DIY (1 Lokasi)
v Ypgyakarta

JATIM (4 Lokasi)
v Malang
v Kediri
v Sidoarjo
v Situbondo

NTT (1 Lokasi)
v Kupang

NTB (1 Lokasi
v'Mataram
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PAPUA (1 Lokasi)
v Jayapura




ARAH KEBLJAKAN LALU
LINTAS PERHUBUNGAN

DARAT




ARAH KEBIJAKAN LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT

Arah kebijakan utama dari pembangunan lalu lintas perhubungan darat yang secara
garis besar dapat dikelompokkan dalam aspek peningkatan pelayanan lalu lintas,
transportasi berkelanjutan dan dukungan konektivitas.




ARAH KEBIJAKAN LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT

SASARAN

* Pemenuhan kebutuhan fasilitas
keselamatan jalan pada jalan nasional yang
melayani pada jalan strategis nasional,
kawasan pariwisata nasional, kawasan
ekonomi khusus, kawasan terisolir,

PENINGKATAN kawasan perbatasan dan terluar;

PELAYANAN « Meningkatkan  fasilitas  keselamatan
LALU LINTAS berlayar (SBNP, rambu sungai, halte sungai
dan pengerukan);

« Mempertahankan Kkinerja jaringan jalan
akibat pembangunan pusat kegiatan,
infrastruktur dan permukiman;

 Mengembangkan Inovasi teknologi Ilalu
lintas.




ARAH KEBIJAKAN LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT

SASARAN

* Menerapkan transportasi yang
berwawasan lingkungan/mendukung
energi terbarukan (PJU Solar Cell dan

ATCS);

* Menerapkan transportasi ramah
lingkungan (jalur sepeda dan
pedestrian).




ARAH KEBIJAKAN LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT

SASARAN

* Meningkatkan keterhubungan antar
alur pelayaran sungai;

DUKUNGAN * Menjamin keselamatan simpul-
KONEKTIVITAS simpul sunhgai danau dan
penyeberangan dalam mendukung
konektivitas (pengerukan, halte

sungai, rambu sungai dan SBNP).




PROGRAM KEGIATAN
LALU LINTAS

PERHUBUNGAN DARAT




TARGET RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) BIDANG LALU LINTAS
PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2019
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PROGRAM-PROGRAM KEGIATAN
DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT

PENGADAAN DAN
PEMASANGAN
PERLENGKAPAN
JALAN
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PERLENGKAPAN AREA TRAFFIC SARANA BANTU
JALAN CONTROL SYSTEM NAVIGASI

PELAYARAN (SBNP)
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PEMBANGUNA PEMBANGUNAN SERTIFIKASI PENANGANAN
HALTE SUNGAI RAMBU SUNGAI ANDALALIN MRLL JALAN

NASIONAL




BANTUAN TEKNIS BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR
SK.4357/UM.303/DRJD/2017

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS BIDANG PERLENGKAPAN JALAN PADA JALAN
PROVINSI DAN JALAN KABUPATEN/KOTA

1. Jenis Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan

BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG DIMAKSUD ADALAH:

RAMBU LALU LINTAS

MARKA JALAN
ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APPIL)

ALAT PENERANGAN JALAN
PAGAR PENGAMAN (GUARD RAIL)




BANTUAN TEKNIS BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR
SK.4357/UM.303/DRJD/2017

2. Penerima Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan

BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN DIPASANG PADA RUAS JALAN PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA
DENGAN KRITERIA:
. MENGHUBUNGHKAN JALAN NASIONAL
. MENGHUBUNGKAN KAWASAN PARIWISATA
. MENGHUBUNGKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
. MENGHUBUNGKAN KAWASAN KEGIATAN PENDIDIKAN TINGGI
. BERADA PADA KAWASAN DAERAH TERTINGGAL, TERISOLIR, DAN PERBATASAN ANTAR NEGARA
. JALAN-JALAN YANG MENGHUBUNGKAN SIMPUL TRANSPORTASI DALAM RANGKA MENDUKUNG
KETERPADUAN MODA
g. BERADA PADA DAERAH RAWAN KECELAKAAN DAN BENCANA

BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN PEMDA SELAKU PENERIMA BANTUAN TEKNIS WAIJIB

DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, MEMBERIKAN KOMITMEN DAN KESANGGUPAN:

DENGAN KRITERIA: 1. SANGGUP MENERIMA ASET DAN MEMELIHARA

1. KETERBATASAN DANA PEMBANGUNAN SECARA BERKESINAMBUNGAN MELALUI APBD
UNTUK PERLENGKAPAN, DAN/ATAU 2. PENYAMPAIAN KOMITMEN DAN KESANGGUPAN

2. ADANYA DUKUNGAN PENDANAAN UNTUK DALAM SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENGEMBANGKAN PERLENGKAPAN JALAN . SANGGUP MEMBERIKAN LAPORAN TERHADAP
YANNG TELAH DIBANTU KINERJA RUAS JALAN SETELAH ADANYA BANTUAN

TEKNIS




BANTUAN TEKNIS BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR
SK.4357/UM.303/DRJD/2017

3. Mekanisme Pemberian Bantuan Teknis

BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN DIPASANG PADA RUAS JALAN PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA
DILAKUKAN MELALUI :

. BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN DILAKUKAN MELALUI MEKANISME PEMERINTAH DAERAH

MENYAMPAIAKN SURAT PERMOHONAN BANTUAN TEKNIS YANG DILENGKAPI DENGAN PROPOSAL
KEPADA DIREKTUR JENDERAL MELALUI KEPALA BALAI SESUAI DENGAN WILAYAHNYA

. PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN TEKNIS TERSEBUT MEMUAT KAJIAN TEKNIS KEBUTUHAN DAN/ATAU

DOKUMEN PERENCANAAN

TINDAK LANJUT SETELAH PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN:

1.

BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN , DIREKTUR JENDERAL MELAKUKAN EVALUASI TERHADAP
PERMOHONAN SETELAH PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP.

BERDASARKAN HASIL EVALUASI, DIREKTUR JENDERAL MELALUI DIREKTUR MENGAJUKAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN DENGAN MEMPERHATIKAN SINERGITAS ARAH KEBIJAKAN
DAN PROGRAM PEMERINTAH SERTA KETERSEDIAAN ANGGARAN



BANTUAN TEKNIS BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR
SK.4357/UM.303/DRJD/2017

4. Pengadaan dan Penyerahan Bantuan Teknis

DALAM HAL PERMOHONAN BANTUAN TEKNIS, KEPALA BALAI SESUAI WILAYAHNYA
UNTUK DAPAT MENGUSULKAN KEGIATAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL.

1.

PELAKSANAAN BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN DILAKSANAKAN
OLEH BPTD BERDASARKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT

JENDERAL
HASIL PELAKSANAAN PENGADAAN DISERAHKAN KEPADA PEMDA DALAM

WAKTU PALING LAMA 3(TIGA) BULAN SETELAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI
KEPALA BALAI KEPADA DIREKTUR JENDERAL

HASIL PELAKSANAAN BANTUAN TEKNIS DISERAHKAN KEPADA PEMDA
MELALUI HIBAH SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN



Tidak cukup
dengankerja keras

namun juga
KERJA CERDAS

Cekatan, Efisien, Responsif, Disiplin, Akuntabel
dan Santun

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
(www.hubdat.dephub.go.id)




